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1. Dasar Hukum

a.
b.
c.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Undang — Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia:

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan
Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024;

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 92 Tahun
2024 tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2024,



2. Sehubungan dengan telah berlangsungnya tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, bersama ini kami
instruksikan hal — hal sebagai berikut :

a.

Panwas Kecamatan se Kabupaten Karanganyar mengoptimalkan Patroli Pencegahan
dan Pengawasan terhadap tahapan kampanye, masa tenang, hingga pemungutan dan
perhitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;

Patroli Pencegahan dan Pengawasan lebih khusus terhadap Pejabat Badan Usaha Milik
Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota
Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan iain/Lurah serta Perangkat
Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan untuk bersikap netral dan tidak berpihak
kepada calon tertentu;

Patroli Pencegahan dan Pengawasan kampanye juga dilakukan terhadap kegiatan
kampanye di media internet (siber), pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di
media massa cetak, elektronik, serta lembaga penyiaran.

Melakukan sosialisasi netralitas terhadap Pejabat Badan Usaha Milik Negara, Pejabat
Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah
serta Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;

Mendirikan posko aduan masyarakat selama tahapan kampanye, masa tenang,
pemungutan dan perhitungan suara di setiap tingkatan (Desa, Kecamatan);

Wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan (Formulir Model A) untuk setiap
kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengawasan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1)
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Panwaslu Kecamatan sampai dengan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan patroli
pencegahan dan pengawasan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerja samanya
diucapkan terima kasih.
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